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PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NoMOR g TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemeiintah Daeiah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor
4438);

bahwa guna melinclrrngi kepentingan umurn clan rnenj:rga
lingkurngan perlu dilakukan pengatlrran, pembinaan,
pengendalian dan pengawasan dengan mengatur perizinan
atas setiap usaha/ kegiatan di lokasi tertentu yang dapat
menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguar-r.

bahwa dengan berlakuknya Unclang - Undang Nomor 2g
Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka perlu diatur kembali segala bentuk peraturan dacmh
yang mengatur tentaltg Retribursi Daerah Kota pekanbzrru.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan clalam suatu
Peratllran Daerah tentang Retribusi lzin Gangguan.

Undang-undang Nomor 8 'lahun 1956 tentang pembentukan
Daerah Otonomi Kota [(ecil dalam Lingkungan propinsi
Sumatera Tengal'r (Lembaran Negara Republik Inclonesia
Tahun 1956 Nomor 16).

Undang-unclang Nomor 5 Tahun lg84 tentang perindustrian.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l9g4 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik lnclonesia Nomor
32741;
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3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesii
Tahun 2OO4 Nomor 125, T:rmbahan Lembaran Negara
Repirblik Inclonesia Nornor 4437) sebagaimarra telah diubah
beberapa kali terakh::- dengan Undang-Undang Nomor
Republik Indonesia l2 'I'ahun 2OO8 tentang perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah; (Lembaran negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 No .58 Tarmbahan Lembaran Negara Republik
I ndonesia Nomor 4844 );
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5. Undang - Unclang Nomor 2g ,I.ahun 2OO9 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R"epufht
Indonesia Tahun 2O09 Nomor 130, Tambahin I_embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

b. U r-rda ng- uncla ng Nomor 32'lahun 2009 tentang perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hiclup llembaran t{eg-ara
Republik Indonesi:r Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2Z Tahun lggg Tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negari'lahun 1999 Nomor 59, Lambahan Lembaran Negara 3g3iij;

U. Peraturan Penrerintah Nomor 6c) .lahun 210 tentang Tata
Cara Pemberian dan pemanfaatan lnsentif pemungutari pa.lak
Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
Tentang Pedoman Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 20Og'lentang Pedoman Organisasi clan Tatakerja Unit pelayanan
Perizinan Terpadu di Daerah.

I 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2T Tahun 2OO9
Tentang Pedoman Penetapan lzin Cangguan di Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 20l l
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan peraturan Daerah
Peruba han -

15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000
Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditingkungan
Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

Dan

M enel apkan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAI] KOTA PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI
IZIN CANGGIJAN

2



Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

l.Daerah adalah daerah Kota pekanbaru;

2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kota pekanbaru;

3. Walikota adalah Walikota Kota pekanbaru;

4. DPRD adalah Dewan Penvakilzrn Ral<_yat Daerah K<_r ta pekanbaru;

5. Badan Pelayanan 1'erpaclu adalah Bacran pe layanan 'ferpadu Kota pekanbaru;
6 Kepala Badan Pelayanan Terpadu acralah Kepata Badan pelayanan .r.erpadu

Kota Pekanbaru;

T Badan adalah salah satu bentuk ba<lan usaha yang melipr-rti perseroan
le.batas, perseroan l<omanditer, perse roan lain.ya, riadaln usaha Milik Negara
Stau Daerah dengan nama dan clalam bentuk apapun, persekutuian,
Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan Ketua Organisasi sejenis,lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usahalainnya;

8. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota pekanbaru;

9' Usaha, adalah setiap jenis. usaha bark perseorangan maupun persekutuan
.yang berdasarkan atas hukum crr:ncra atarupun persctujuim memakai ataumenguasai suatu benda tak bergerak untuk keperruari menjarankan kerjanafkahnya atau perusahaannya, yang untuk mendirikannya arau
memperluasnya menurut peraturan perundang_undangan yang berlalu;

1( Tempat usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruanggudang, ruang penimbunan, pabrik, .rr.,g t"ibrka dan ruan{ lainnya yang
digunakan untuk penyelenggaraan usaha;

Perluasan usaha adalah suatu tindakan yang ditujukan untukukuran luas dan/atau ukuran panjang ir_,..rg perusahaan
menambah kekuatan tenaga mesin;

1

1

menambah
dan / atau

Gangguan adalah perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menvenangkan atau
mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kese]ahteraan
terhadap kepentingan umum;

Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/
pribacli atau badan di lokasi tertentLl yang dapat
kerugian dan gangguan;

l' Pemegang Izin Gangguan aclalah setiap orang atau badan atas nama siapa IzinGangguan diberikan;

1l Retribusi lzin Gangguan adalah suatu plrngutan yang harus dibayar/ dilunasioleh pemegan g izin yang mendirikan dan atir_r keplrluln t.,,put rlrf,r;
1( Tim Teknis adalah kerompok kerja yang terdiri dari Llnsur-unsur satuan kerjaperangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikansaran pertimbangan daram rangka rnemberikan iekomencrasi mengenaiditerima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan;

kegiatan kepada orang
menimbulkan bahaya,
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j' surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutn.ya disingkat ssRD adalahbukti pembayaran atau penyetoran retribusi vang telah "a rLut rn denganmenggunakan formulir atau telah dilakukan clcngan cara lain ke kas claerah
melah-ri tempat pembayaran yang ditunjrrk oleh kelaia claerah;

li surrzrt Ketetap., Retribusi D.erah, ya,g selanjutny:r clisi,gkat SKRD acralar-r
surat ketetapan rerribusi yang mcnentlrkan besarnya.lumt"ah pokok retribusi
-yang te rutang;

l! surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya clisingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yung ,-,..,..,1ukan jumiah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar claripada
retribusi -yang terutang atalr seharusnya tidak terlltang;

2( Srrr:rt Tagiha, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat srltD adalahsurat untuk melakukan tagil-ran retribusi dan/atau sa.,ksi administratif
berupa bunga dan/atau denda;

2 wajib Retribusi adalah orang pribadi atau bacran yang menggunakan atau
menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangktrtanf

(l setiap orang pribadi atau badan yang melakuka'r kegiatan/usaha yang clapat
me.imbulkan bahaya, kerugian cran gangguan wajib -"*iliki Izin ()angguan
dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2 Kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan gangguan denga. indeks gangguan
besar/tinggi, sedang dan kecit adalah sebagaimana tercantum dalamlampiran
Peraturan Daerah ini.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

Pasal 3

lzin Cangguan berlaku selama 5 (lima)
tzrhunnya dengan membayar retribrrsi.

tahun dtu'r wajib mendaftar ulang sctiap

BAB III
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 4

(1 Untuk memperoleh Izin Gangguan dilakukan dengan cara mengajukan
permohonan tertulis menurut lormulir dan daftar isian.

(2 Permohonan sebagaimana dimaksud ayat ( i ) pasal ini, diajukan dengan
melengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. pas Foto 3x4 cm berwarna 2 lembar
b. menunjukkan KTP dan melampirkan fotocopy KTp
c. skema lokasi tempat usaha
d. fotocopy Akta Pertrsahaan (apabila berbadan hukunr)
e' surat keterangan Iiskal (lunas pajak reklame dan pBB tahur-r terakhir)f. fotcopy surat izin mendirikan barnguna-r-r/ keterangan bangunan
g. surat keterangan pemeriksaan alat pemaclam kebakaran
h. fotocopy sertifikat tanah
i. fotocopy surat perjanjian sewa menyewa (bila menyewa atau kontrak)j. sr-rrat rekomendasi RT dan RW (khusus untuk hiburan umum)
k. surat rekomendasi camat setempat (kecnali r-rntr,rk peri<antoran
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pertokoan)
I pertimbangan teknis/ rekomenciasi cra, instansi teknis sesuai dengarr jenis;

usaha fiika dianggap perlu)

(3 Bagl usaha gangguan intensitas tinggi arau besar wajib memiliki dokumenlingkrr'rgan yaittr ; Surat pernyataan pengelolaan Lingkungan (SppL) atau
Userha Kelola Li.gkungan (UKL)/Usaha pemanrauan Lingkuigan (upL), ata.-r
Analisa Mengenai Dampak Lingkur-rgan (AMDAI.) sesuai dJngari ketenturan danperaturan yang berlaku.

(4 Hal - hal yang belum diatur dalam persyaratan tersebut di atas diatur dengan
Peratlrran Walikota (Perwako)

Di samping mempedontani syarat syzrrat clan ketentuan tersebut pasal 3 peraturan
Daerah ini, se belum memberikan ketetap,n Izin Gangguan juga clipertimbangkan
atas faktor rencana/ planning dan tata ruang kota atau 

-RJncana 
Tata Ruang

Wilayah (RTRW).

Pasal 5

BAB IV
NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

(1 Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran
atas pelayanan pemberian izin gangguan;

(2 objek Re tribusi adalah pemberian izin rempat ursaha / kegiatan kepacla orang
pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancam:rn bahaya, kerugian dan
ataLr garlggr.ran, termasnk pengaw,san dan pengendalian kegiatan usaha
secara terus menerus untuk mencegah teuadinya gangguan ketertiban,
keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan
memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(3 Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau Baclan yang memperoleh Izin
Gangguan dari Pemerintah Daerah.

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Ganggr-ran cligolongkan sebagai Retribusi perizinan 'I'erte ntu

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

BAB VII
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARI{YA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(i) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian
izin dan pengawasan serta pengendalian kegiatan usaha.
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(2) Eliava penyelenggara pemberian izin sebagaimana dimaksud pacia ayat ( I )meliputi penerbitan dokume. izin, pengawasan ciilapangan, penegakan
undang * undang, penatausahaarr dan biaya dampak pemberiJn izin tersebut.

srRUKruR r"* r;Si.Jl'roor" RErRrBUsr

Pasal 1O

(I ) Retribusi dihitung didasarkan atas perkalian Luas Tempar Usaha, IndeksGangguan, Indeks Lokasi Jalan dan Taiif Saruan Retribusi Gangguan.
(2) Luas Tempat Usaha sebagaimana dimaksucr pada ayat (r) adarah luas ruang

l<antor, rr-rang penjualanruang 
.toko, ruang g,ir,-rg, ruang penimbunan, pabrik,ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunikan untuk penyelenggaraari

u saha.

(3) I ndeks
berikut

lndeks Gar-rg

Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai

gr-lar-r :

No Kategori Inten sitns Ganggr:an

Jenis Usaha den n Intensita s Gangguan Kecil
Jenis Usaha den an Intensitas Gan an sedan
J sltas Gan ggyart Besar

I r-r deks
Gan an

2
1

2

(4) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) clitetapkan sebagai berikut;

Incleks Lol<asi :

No Kategori Intensitas I nd eks
Gan an Gan an

Lokasi / Lingkungan

3

,2

Arteri
Kolektor

1

1.5
2

(5) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan l-uas Ruang Tempat Usaha.
(6) Besarnya taril sebagaimana dimaksud ayat (r ), ditetapkan sebagai berikut

a. Untuk Luas Ruangan OI s/d 10O m2 ... Rp 8.000,O0/mz
b. Untuk Luas Ruangan lOl s/cl 2OO m)... Rp 7.0OO,00/mz
c.2Ol m2 keatas dikenakan biaya tambahan Rp 1.0OO,00/mz

Penambahan ini dihitung setelah didapat perkalian 2OO meter.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

(l)
(2)

Pasal 11

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribr-rsi diprrngut dengan merrggtrnakan SKRD atau dokumen lai, yang
dipersamakan.
Dokumen lai, 1,ang disamakan sebagaimana dimaksud ayar (2) cliatas, berupa
karcis, kupon dan kartu langganan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi
diatur dengan Peraturan Walikota.
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Pasal 12

(i Retribusi Izin Gangguan clipungut di Wilayah l(ota pekanbaru.

(2 Masa retribusi lzin Gangguan berlaku selama I (satu) tahun.

[3 Izin Gangguan berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib mendaftar ulang setiap
tahunnya dengan membayar retribusi.

BAB XI
KETENTUAN TIDAK BERLAKUNYA

IZIN GANGGUAN

Pasal 13

(1 Pemberian lzin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 peraturan
Daerah ini, din-yatakan batal atau ticlak berlaku lagi jika :

a. tempat Usaha dan sistem kerja yang mengakibatkan perusahaan berubah
bentLlk dan sifat perusahaan;

b. menambah unit-unit mesin, yang tidak sesuai dengan jumlah yang
tercantum dalam izin;

c. meninggalnya pemegang izin;
d. memindahkan hak atas izin kepada pihak lain;
c. atas pcrmintaan perncgang izin;

L telah lrabis masa berlakunya izin;
g. pindah tempat usaha.

(2 Terhadap Pengusaha / Pemegang lzin Gangguan yang terkena ketentuan
tersebut ayat (1) wajib memperbaharui Izin Gangguannya.

(3 Ketentuan dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam ketetapan izin yang
dikeluarkan Walikota atau pejabat yan6{ ditunjLrk.

BAB XII
SANKSI ADMII{ISTRASI

Pasal 14

('l ) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bLlnga sebesar 2 '%' (dua persen) setiap
bulan dari besarnya retribursi yang terutang yang tidak atau l<urang bayar dan
ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

(2) Penagihan Retribusi terutang se bagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului
dengan Surat Teguran-

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penagihan Retribusi
diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

( 1 Walikota dapat memberikan pe ngurangan, keringanan dan pe mbebasan
besarnya retribusi;

1

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA BERLAKU IZIN

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI



(2 Tata cara pengurangan, keringanzrn dan
dimaksud ayar (1) ditetapkan oleh Walil<ota

pembebasan retribusi sebagaimana

Pasal 15

(l) Hzrk ur-rtuk melakukan penagihan Re tribusi menjadi Kedaluwarsa
rnelampaui waktu 3 (tiga) terhit,ng sejak saat terutangnya Retribusi,jika Wajib Retribusi melakukan rindak piclana clibic.lang RLti;busi.

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
penagihan dihitung sejak tanggal riiterimanya Surat

setelah
kecual i

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l )tertangguhjika:
a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi, baik la'gsu.g maupun

tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan
huruf a, kedaluwarsa
Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsnng sebagaimana dimaksud pada ayat
(2 hurul' b adalah wajib Retribusi der-rgan kesadarannyir menyatakan masih
mempunyai Lltang Retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah
Daerah.

(5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf b dapat diketahui dari penga.juan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapr-rskan.

(2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah
l<edaluwarsa sebagaimana climaksurcl ayat (l ) pas:rl ini.

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribr:si .yar-rg sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

(l ) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD clan STRD
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan Per Undang-Undangan retribusi daerah;

(2) Wdib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retibusi yang terhutang dalam
hal sanksi tersebut karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena
kesalaha nnya.

(3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan
ketetapan retribusi yang tidak benar.

I



(4) Pern-rohonan pembetula, sebagaimana dimaksud ayat (r) , pengurangan
ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi .sebagaimina
dimaksud ayat (21 , dan pernbatalan scbagairnana dimaksud ayat (3) , harus
disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada walikota arau pejabat
yang dittrnjuk paling lama 3o (tiga puluh) l-rari sejak tanggal diterima sKRD darrsrRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk
mendukung permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) , dikeluarkan oleh
walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat
permohonan diterima.

(6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (l), (2) dan ayat
(5) , Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ticlak memberikan Keputusan, maka
perm<lhonan pembetulan, pengLlrangan ketetapan, penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi dan pernbatalan dianggap dikabulkan.

b. memberikan kesempatan untuk
diar-rggap perlu dan memberikan
d imaksurd;

XV

memasuki tempat atau ruangan yang
bar) t Llan guna kelerncaran pemeriksaan

BAB
PEMERI KSAAN

Pasal 19

(1 Walikota dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk berwenang melakukan
pemeriksaan sewaktu-waktu untuk menguji kepatuhan, pemenuhan dan
kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan daerah ini;

(2 Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
Wajib retribusi dapat mengajukar-r permohonan pengurangan atau pembatalan
ketelapan retribusi yang tidak benar.
:r. me'mperlihatkan atau meminjaml<an buku dan atau catatan, dokumen yang

me njadi dasar serta dokumen lain yang berhubungan dengan ob.jek retribusi
terutang;

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 2O

(l) Instansi yang melaksanakan pemungutzln Retribusi dapat diberi ir-rsentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu;

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan inser-rtif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempedomani peraturan yang bcrlaku.

BAB XVII
PEMBINAAN / PENGAWASAN

Pasal 2 1

Pembinaan / Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
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B A B XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

(1 Pelanggaran terhadap ke ten tuan - kete ntlran dalzrm Peraturan Daerah ini dapat
diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda
paling ban-yak 3 (tiga) kali jumlah Rertribusi terutang yang tidak arau kurang
d iba-ya r.

(2 Tindak pid:rr-ra sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3 Disamping ketentuan tersebut diatas, kepada pengusaha yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini atau
menyalahgunakan izin yang diberikan dalam keadaan sangat membutuhkan/
mendesak Walikota Pekanbaru dengan surat perintah dapat menutup/
menyegel rlan mencabut izin suatu tempat usaha.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 23

'1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentlr di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tinclak pidana
di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam
Undang Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketenttian peraturan perundangundangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkar-r keterangan mengenai orang pribadi
ataLl Badan tentang kebenaran perbuzttan yar-rg dilal<r-rkan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti clari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan clokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana cli bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

g. menyuruh berhenti clan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

Ir. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah
dan Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atan
k. melakukan tindakan lain yang perlu r-inturk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentLlan
peraturan perundang-undangan.
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(4) Penyidik sebagarimana dimaksucl pada ii.vat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan men-yampaikan hasil penyiclikannya kepacla Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik lndonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB >'J
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

I)engan berlakunya Peraturan Deterah ini, maka Peraturan Daerah Kota
Pel<anbaruNomor: 7 Tahun 2OOO Tentang lzin Tcmpat Usaha (Len'rbaran Daerah
Kota Pekanbau Nomor: 6 Tal-run 20O0) c1i<:abr-rt dern dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah rni dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

I) it etapl<an di Pekanbarr-r,
pada tanggal 9 A gv s+"s

WALIKOTA PEKANBARU,

7

)

FTRDAUSx

D iu nd angka ka n baru
pacla tanggal gntot L0t1

PIt. SEKRET DAERAH KOTA,

Drs. H. B .Pd
Pembina ama Madya

NIP. 19530403 197402 LOOI

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR g

di P

TD
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LAMPIRAN I : PtrRATURAN DAERAFI I(OTA PtrKANBARU
N()MOR :

TANGGAL :

RDTRIBUSI IZIN (}ANCCUAN

r lrJe:rrs'jenis Usah.r/Pcrusalraan rlrngarr lrri.nsirns carrgguan scbagcimun;r
ditetzrpk:rn pacla ayat (4), matsing rnasing acl:rlalt:
:1. usaha/ perusaha:rn yang menggr,fr:rkan mesin <lengan lnte nsrtas oangguan

Be sar/'l'inggi sebagai berikr,rt :

f . industri perakitan kenclararan bermotor.
2. inclust, iekstil (pemintalan, pertenu,'ror'r, 1r.r'rgel:rntangan, pencelupan,

pencetakan dan penyempurnaan);
3. indusrrr larma si;
4. indurstri kimia;
5. industri semen;
6. industri penyamakan / pengawe ta n lculit;
7. industri penggilingan batr-r;
8. industri kertas/ pulp;
9. industri bzrtu bateray kering;
10. industri logam elektro plating/ pen ce lupan logam;
1 f . indurstri separator accu;
12. industri ka roscri;
13. industri marmer;
14. industri besi ba ja;
15. industri minyak gore ng;
16. industri margarine / mentega;
I 7. rndr-rslri pupul(;
I8. industri plast ik;
19. industri peralatan rumah tangga;
20. industri tepung sagu;
21 . industri tepr-tng beras;
22. inclustri t.epung tapiokar;
23. ir-rclus tri terigu;
24. industri tepung ubi .jalar;
25. industri tepung il<an;
26. indusrri kayu lapis;
27. industri vee ner;
28. industri sawmil/kilang papan;
29. industri molllding;
30. industrr garmen dengan penclrcian;
31. industri grria |asir;
32. induslri karet buatan;
33. industri pemberantasan hama;
34. industri cat, pernis dan lak;
35. industri sablrn, tapal gigi dan sejeninsnya;
36. industri l<osmetika;
37. itrrlttst ri pcr,'karr ;

38. industri barang peleclal<;
J<). inr l u st ri kolek api ;

40. industri pembersihan / penggilingan minyak bumi clan sejeninsnya;
41. rudustri kaca lembaran:
42 . indu stri l<apur;
43. indr-rstn pengecoran;
44. industri logam;
45. industri paku, engsel dan sejenisnya;

1,2



46. industri suku cadang;
47. industri mesin, tekstil, mesin percetakan, mesin jahit dan sejenisnya;
48. industri [ranspormotor dan sejenisnya;
49. inclustri vulkanisir ban;
50. industri panel list rik;
5f . industri l<apal/perahu;
52. industri kendaraan roda 2 (dua) atau lebih:
53. industri komponen dan perlengkapan perlengkapan kendaraan

bermotor;
54. industri sepeda;
55. industri pembekuan/ pengalengan ikan, i-rdang dan sejenisnya;
56. indust ri pc ncelupan;
57. industri pengasapan karet, remiling clan crumb rubber;
58. industri petikemas;
59. industri terasi;
6O. pabrik sohun, bihun dan sejenisnya;
61. pabrik teh I

62. pabrik tebu;
63. pabrik ban;
64. pabrik etemit;
65. huller/ penggilingan padi dan tempat penyosohan beras;
66. bengkel kendaraan alat berat.

b. usaha/perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan
Sedang sebagai berikut:
1. pabrik mie, macaroni, dan sejenisnya;
2. pabrik sepatu;
3. pabrik minyak jarak/astiri dan sejenisnya;
4. pabrik minyak kayu putih;
5. industri bumbu masak;
6. industri pengolahan dan pengawetan daging;
7. industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran;
B. industri pengusapan dan pembersihan kopi/ kacang-kacangan, umbi-

umbian;
9- industri roti, kue dan sejenisnya;
10. inclustri bubuk coklat;
I f . industri rokok putih;
12. industri pemintalan benang;
1 3. industri pertenunan;
14. industri pengelantangan;
15. industri percetakan dan penyempurr'raan tekstil;
16. industri karung goni, karung plastik clan sejenisnya;
17. industrj makernan ternak;
18. inclustri tinta;
19. industri perselin;
20. industri barang gelas;
21. industri keramik;
22. industri alat pertanian, pertukangan dan sejenisnya;
23. industri alat komunikasi;
24. industri alat dapur dan alumunium;
25. industri komponen elektronik;
26. industri kabel listrik dan telepon;
27. industri lampu dan perlengkapan;
28. industri alat fotografi;
29. industri sagu;
3O. industri arang kayu;
3l . Industri fiber glass;
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32. percetakan;
33. bengkel las;
35. bengkel bubut;
36. bengkel mesin-mesin;
37. pcmbuatarr tcrali dan sej(.nisnva.
38. pembuatan mer:belier dan sejenisr-rva;
39. pengctaman kayu dan sejenisrrval
40. warung internet/ game onl ine/ video game f playsra tion;
41. usaha laundry.

c. usaha/ perusahaan yang menggunakan r-nesin dengan Intensitas Gangguan
Kecil sebagai beriku t:
f . industri kerajinan rumah tangga;
2. industri perakitan elektronik;
3. industri perajutan;
4. industri kapuk;
5. induslri garmen tanpa pencucian;
6. industri kecap, saos dan sejenisnya;
7. industri kerupuk;
8. industri minuman;
f. industri pengeringan dan pengolahan tembakau;
10. industri alat musik;
11. industri radio, tv dan sejenisnya;
12. industri mainan anak-anak;
13. industri alat-alat tulis/gambar;
14. industri jamu;
15. pabrik bata merah/batako dan sejenisnya;
16. pabrik tegel, genteng dan sejenisnya;
17. pabrik es batu;
18. bioskop;
19. penggilingan kopi, rempah-rempah dan sejenisnya;
20. tambak ikan, udang dan sejenisnya;
21. air isi ulang.

d. usaha/perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas
Gangguan Besar/Tinggi sebagai berikut :

l. hotel berbintang;
2. diskotik, karaoke dan sejer-risnya;
3. hypermart/ supermarket;
4. pangkalan bbm (SPBU);
5. gudang/tempat penimbunan bahan kimia/pupuk/obat-obatan dan

sejenisnya;
6. pernbibitan ayam ras;
7. peternakan babi;
B. peternakan ayam/unggas;
9. peternakan sapi perah;
10. rumah potong hewan;
I 1. rumah Sakit.

e usaha/ perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan
Gangguan Sedang sebagai berikut:
1. perglrclangan;
2. pembuatan arar-rg kayu;
3. pengolahan ikan asin/ kerir-rg dan sejenisnya;
4. pengolahan ubur-ubur dan sejenisnya;
5. pengolahan kerang dan sejenisnya;
6. tukang kaleng;
7. rumah makan;

Intensitas
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8. kedai kopi;
9. restoran;
1O. billyard/permainan ketangkasan dan sejenisnya;
t l. panti pijat dan sejenisnya;
12. usaha penangkaran walet;
13. usaha penangkaran ikan komersial/ hi:rs;
14. usaha rtrnrzrh kost:
15. klinik rumah bersalin, klinik pengobatan dan sejenisnl,a;
16. kertering;
17. pencucian kendaraan roda empat;
18. toko/tempat berjualan bahan bangunan;
19. toko bahan kimia;
20. toko berjualan pestisida dan alat pertanian;

f. usaha/ perusahaan yang ticlak menggunakan mesin dengan
Gangguan Kecil sebagai berikut :

f . industri kerajinan rumah tangga;
2. pabrik tempe dan sejenisnya;
3. pembuatan meubelier;
4. pembuatan kain tenun;
5. pencucian kendaraan roda dua,
6. hoteI melati / losmen / pen ginapan;
7. warung nasi/makanan;
8. tempat rekreasi, taman pancing dan sejenisnya;
9. kolam renang;
10. pembuatan terasi;
11. peternakan / penggemilikan sapi/ ke rbau / kambing/ dom ba;
1 2. gedung olahraga yang dikomersilkern;
13. wc yang dikomersilkan;
14. health center, salon, spa, refleksi, sauna, rumah

sejenisnya;
15. baber shop;
16. penjahit;
17. minimarket, toko, kedai;
18. kantor perusahaan, yayasan, koperasi dan sejenisnya;
19. Tempat Kursus/ bimbingan belajar;
20. Praktek dokter/ bidan;
21. Gedung serbaguna;
22. Bengkel kenclaraan rocla cllra/ tiga;

kecantikan dan

Intensitas

^) WALIKOTA PEKANBARU,

IRDAUS

xDiundar-rgka
Pada tangga

PIt. SEKRE

kanbarut
A4vt+wt 'L01L

DAERAH KOTA,

Drs. H. YUZ AKUB M.Pd
Pembina ma Madya

NIP. 195304 3 197402 tOOt

1

di P
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Setiap kegiatan yang menggunakan ruang, sumber daya alam, atau
fasilitas tertentu yang berdampak terganggunya kepentingan umum dan
kelestarian lingkr-rngan, sehingga untuk setiap usaha/ kegiatan tertentu yang
dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan diperlukan adanya
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan melaluri kewajiban
memiliki Izin Cangguan.

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang
pribadi atau badan di lokasi tertentLl yang dapat menimbulkan bahaya,
kerugian dan gangguan.

Berdasarkan Undang-Unclang Nomor 28 Tahur-r 20O9 tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah, Izin Gangguan aclalah salerh sattr jenis perizinan tertentu
yang termasuk kew,enangan Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada daerah
dalam rangka asas desentralisasi dan dapat dipungut retribusi.

Retribusi Izin Gangguan aclalah retribusi atas kegiatan tertentu kepada
orang pribadi atau badan yang harus dibayar(dilunasi) oleh pemegang izin yang
mendirikan dan atau keperluan tempat usaha.

Rancangan Peraturan Daerah Ini dimaksud agar setiap usaha/ kegiatan
yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan dapat terkendali dan
terawasi, dan dengan adanya pengenaan retribusi dalam setiap penerbitan izin
dalam pelaksanaannya clapat dipungut sesuai peraturan perundang-undangan
serta dapat menunjang upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian l(ota
Pekan baru.

Dalam Rancangan Peraturan Daertrh Tcntang Retribusi [zin Gangguan
diantaranya memuat ketentuan LlmLtm, nama, obyek dan subyek retribusi,
golongan retribusi, perizinan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip
dan sasaran dalam penetapan struktur clan besarnya tarif retribusi.

Pasal 2
Ayat (1) s/d ayat (2\

Cukup Jelas
Pasal 3

Izin Gangguan berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahun wajib
didaftar ulang oleh pemegang izin dengan membayar retribusi.
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Pasal 1

Cukup Jelas



Pasal 4
FIal hal .yal-rg belum cliatlrr daltrm tzltii cara persvaralan perizinan dapa tdieitur clengan Pe raturan W:rlikota

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Ay.rt (1) s/ct (3)

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Huruf a

Angka I
Jalan Lokal I Lingkungan adalah Lebar jaran kecil crari 6 (enam) meter
merupakan yang menghubungkan kawasan dan jalan antar
pemukiman.

Angka 2
Jalan Kolektor ; Lebar jalan 6 - 12 meter adalah jalan umum dalam
sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kota.
Angka 3
Jalan Arteri ; Lebar jalan besar dari 12 (dua belas) meter merupakan
jalan arteri dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan
antar Provinsi dan antar Kabupaten/ Kota.

Huruf b
Angka 1

Jenis usal-ra dengan intensitas gangguan kecil adalah sebab akibat
yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan/ usaha yang menimbulkan
pengaruh atau tidak terhadap kualitas lingkungan.
Angka2
Jenis Usaha dengan Intensita.s Gangguan sedang adalah sebab akibat
yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan/ usaha berpengaruh yang
menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang dapat ditangani
atau dikelola sendiri terhadap mutu kualitas lingkungan.
Angka 3

.Jenis usaha dengan lntensitas Gangguan Besar adalah sebab akibat
yang ditimbulkan oleh suatu usaha/ kegiatan yang berpengaruh
besar terjaclinya perubahan atau penurunan mutu kualitas
lingkungan.

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas
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Pasal 1l
Cukup Jelas

Pasal i2
Ayat (1) s/d (3)

Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1) s/d {3)

Cukt tp Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1) s/d (2)

Cukup Jelas
Pasal 16

Ayat (1) si d (6)
Cukup .Ielas

Pasal 17
Ayat (1) s/d (2)

Cukup Jelas
Pasal 18

Ayat (1) s/d (s)
Cukup.Ielas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

20
Ayat (1) s/d (3)
Cukr-rp Jelas
2l
Ayat (1) s/cl (3)
Cukup .Jelas

22
Cr,rkup Jelas

aa

Cukup Jeias
24
Cukup.Jelas

'25
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR
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